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Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
tanggal 31 Juli 2019, Nomor: 842/IV.4/PN/2019, Perihal Permohonan ljin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo Memberikan
Rekomendasi Kepada :

Nama Peneliti . 1IKA A'INA THOYYIBAH.
Mhs. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Ponorogo.

Alamat - Dukuh Nglambong RT. 01 RW. 05 Kel/Ds. Badegan
Kec.Badegan Kab. Ponorogo

Thema/Acara Survey/Research/ : * Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan

PKL/Pengumpulan Data/Magang Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan
Keuangan Daerah ",

Daerah/Tempat dilakukan PKN/ © SKPD se Kab. Ponorogo

Survey/Pengumpulan Data ¥

Tujuan Penelitian Skripsi

Lamanya © 3 (Tiga) Bulan Mulai Tanggal Surat Dikeluarkan

Bidang Penelitian / Magang/PKL - Ekonomi

Status Penelitian ¢ Baru

Nama Penanggung Jawab / © TITI RAPINI, SE., MM.

Koordinator Penelitian Dekan Fakultas Ekonomi UNMUH.Ponorogo

Anggota / Peserta Lo
Nama Lembaga ¢ Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan
kedatangannya kepada Camat setempat;

2. Mentaali ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat;

3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik
dengan lisan ataupun lulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau
menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegialan diluar ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan seperti tersebut diatas;

5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan
kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research /
PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL;

6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan
memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada:

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo;
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila lernyata bahwa pemegang Surat
- Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketzntuan sebagaimana tersebut diatas.

Dempkian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo 5 Agustus 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
UNMUH Ponorogo.
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DATA RESPONDEN DI SKPD PONOROGO

No. Instansi Responden
1 | Staf Ahli 2
2 | Sekretaris Daerah 5
3 | Sekretaris DPRD 5
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
5 | Dinas Pertanian dan Perikanan 3
6 | Dinas Pendidikan 3
7 | Dinas Pariwisata 3
8 | Dinas Kesehatan 3
9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3
10 | Dinas Tenaga Kerja 3
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro 3
12 | Dinas Perhubungan 3
13 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 3
14 | Dinas Lingkungan Hidup 3
15 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3
16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 3
17 | Dinas Pemuda dan Olahraga 3
18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3
19 D_inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 3

Pintu

20 | Dinas Ketahanan Pangan 3

21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

22 3
Anak

23 | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 3

24 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 3
Daerah

o5 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan 3
Pengembangan

26 | Badan Kesatuan Bangsa 3
27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3
28 | Satuan Polisi Pamong Praja 3
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S 6
30 | Inspektorat 3
31 | Kecamatan Sampung 2
32 | Kecamatan Badegan 2
33 | Kecamatan Jambon 2
34 | Kecamatan Balong 2
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35 | Kecamatan Slahung 2
36 | Kecamatan Bungkal 2
37 | Kecamatan Ngrayun 2
38 | Kecamatan Sambit 2
39 | Kecamatan Sawoo 2
40 | Kecamatan Mlarak 2
41 | Kecamatan Jetis 2
42 | Kecamatan Pulung 2
43 | Kecamatan Ngebel 2
44 | Kecamatan Sooko 2
45 | Kecamatan Pudak 2
46 | Kecamatan Ponorogo 2
47 | Kecamatan Jenangan 2
48 | Kecamatan Babadan 2
49 | Kecamatan Siman 2
50 | Kecamatan Kauman 2
51 | Kecamatan Sukorejo 2
52 | KPU 3
Jumlah 141

Sumber : Data diolah, 2019
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KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.
Para Responden
di-

Tempat

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Dalam rangka  penelitian tentang “Pengaruh Penyajian Laporan
Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan ‘Keuangan Terhadap
Penggunaan Informasi Keuangan Daerah”, oleh karena itu peneliti
mengharapkan kesediaan Bapak/lbu untuk menjawab semua pertanyaan atau
pernyataan yang sudah tersedia di dalam kuesioner tersebut secara jujur dan
sesuai dengan apa yang Bapak/lbu rasakan, lakukan, dan. alami. Kesediaan
Bapak/lbu mengisi- lembar kuesioner ini- adalah bantuan yang sangat berharga
bagi saya.

Akhirya, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Ika A’ina Thoyyibah
No.Hp/WA : 081232769594
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IDENTITAS RESPONDEN

1  Nama (tidak wajib)
2 Jenis Kelamin : [ Pria [0 Wanita
3  Usia : [0 <25 Tahun [0 46-55 Tahun
L1 25-35 Tahun 1 >55Tahun
4 Lama kerja di Instansi : [ <5 Tahun [0 16-20 Tahun
[0 5-10 Tahun L1 >20 Tahun
L1 11-15 Tahun L]
5 Jabatan di Instansi : [ Kepala SKPD
1 Kepala Bagian Keuangan
] Kasubag Sungram
] Lainnya, sebutkan ........
6 Lama kerja pada jabatan :: 7 <1 Tahun
] 1-5Tahun
[] >S5 Tahun
7  Pendidikan terakhir © [ S3 ] D3
] S2 1 SMA
.St

Petunjuk pengisian kuesioner :

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda centang (V) atau silang (X) pada

pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/lbu. Setiap

pernyataan mengharapkan -hanya satu jawaban. Setiap angka akan mewakili

tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/lbu. Skor/nilai jawaban adalah

sebagai berikut:
Skor/nilai 1 :
Skor/nilai 2 :
Skor/nilai 3 :
Skor/nilai 4 :
Skor/nilai 5 :

Sangat Tida Setuju (STS)
Tidak Setuju (TS)
Ragu-ragu (R)

Setuju (S)

Sangat Setuju (SS)
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Penyajian Laporan Keuangan daerah

No Pernyataan STS | TS SS

A. | Relevan

1 Terdapat laporan realisasi anggaran dalam laporan
keuangan pemerintah daerah

2 Terdapat laporan neraca dalam laporan keuangan
pemerintah daerah

3 Terdapat laporan arus kas dalam laporan keuangan
pemerintah daerah

4 Terdapat catatan atas laporan keuangan dalam
laporan keuangan pemerintah daerah

5 SKPD mampu menyelesaikan laporan realisasi
anggaran tepat waktu

6 SKPD mampu menyelesaikan laporan neraca tepat
waktu

7 SKPD. mampu menyelesaikan laporan arus Kas
tepat waktu

8 SKPD mampu menyelesaikan catatan atas laporan
keuangan tepat waktu

B. | Andal
Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan

9 SKPD ' telah 'menggambarkan transaksi yang
seharusnya disajikan dalam laporan keuangan
Apabila dilakukan pengjian terhadap laporan

10 keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan
yang tidak berbeda jauh

11 Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan
SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material

C. | Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan

12 | dapat dibandingkan dengan laporan keuangan
periode sebelumnya
Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD. dapat

13 | dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan
anggaran tahun berikutnya

D. | Dapat Dipahami
Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan

14 | SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna

laporan keuangan
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1. Aksesibilitas Laporan Keuangan

No Pernyataan STS | TS SS

A. | Terbuka di Media Massa

1 Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara
terbuka melalui media massa

B. | Mudah Diakses
Memberikan kemudahan kepada para pengguna

2 laporan keuangan dalam memperoleh informasi
tentang laporan keuangan daerah

C. | Ketersediaan Informasi

3 Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan
daerah melalui internet (website)

2. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah
No Pernyataan STS | TS SS
A. | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daeah
1 APBD disusun dengan pendekatan kinerja
2 Pemerintah = menyampaikan . rancangan' . APBD

kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan
Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada
waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan
3 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
didukung dengan bukti-bukti “administrasi . yang
dapat dipertanggungjawabkan
Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk
4 laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah
B. | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
5 Ketersediaan sistem informasi manajemen dan
monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah
6 Laporan keuangan SKPD ' di review ' oleh
inspektorat sebelm diserahkan kepada BPK
7 Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada
BPK untuk dilakukan pemeriksaan
8 Dilakukannya financial audit terhadap laporan
keuangan daerah
Indikator hasil kinerja yang akan dicapai
9 ditetapkan  dan  telah  digunakan  untuk
mengevaluasi pengelolaan APBD
Pengelolaan ~ APBD  dipertanggungjawabkan
10 | kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada

masyarakat luas

Sumber : Mulia (2016)
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REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PENYAJIAN LAPORAN

KEUANGAN DAERAH (X1)
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Sumber : Data diolah, 2019
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REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN VARIABEL AKSESIBILITAS

LAPORAN KEUANGAN (X2)
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Sumber : Data diolah, 2019
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REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PENGGUNAAN

INFORMASI KEUANGAN DAERAH (Y)

NO |PI1|PI2|PI3|PI4|PIS|PI6G|PI7|PI8|PI9| PI10
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UJl VALIDITAS

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)
Correlations

LK1 JLK2 [IK3 |LK4 JLK5 |LK6 [LK7 JLK8 |LK9 [LK10 [LK11|LK12 |LK13 |LK 14 ML
Terdapat laporan realisasi Pearson Correlation |1 3697 1.0007.482" [946™ [510™ [510™ |337" |510™ [1.000™ |[369™ |987 |287" 265~ [803™
anggaran dalam laporan Sig. (2-tailed) .000 |.000 000 [OOO [000 |00O0 |000 [OOO [.000 .000 000 [O001 (003 |.000
|keuangan pemerintah daerah N 120|120 [J120 J120 120 f120 j20 120 120|120 120 [120 [120 [J120 120
Terdapat laporan neraca dalam Pearson Correlation |.369™ |1 369" [299™ [329™ 317" (317" [987" |317™ [369™ [1.0007|354™ [257" |257™ |608™
Jlaporan keuangan pemerintah Sig. (2-tailed) .000 .000 |001 |000 [000 |0OO |000 [000 {000 .000 000 |005 [005 |.000
daerah N 120|120 [J120 J120 120 f120 J20 [120 120|120 120 120 120 120 120
Terdapat laporan arus kas Pearson Correlation |1.000™ |.369™ |1 482" 1946™ |510™ 5107 [337" [510™ [1.000™ [369™ [987" [287" [265™ [803™
dalam laporan keuangan Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 |.000 |000 |00OO |000 [000 [.000 .000 000 [001 |003 |.000
pemerintah daerah N 120|120 120 J120 120 120 J20 120 120|120 120 120 [120 120 120
Terdapat catatan atas laporan Pearson Correlation |.482™ ]299™ [482™ |1 5217 1993 1993 |317™ [993™ [482™ [299™ [508™ [353™ [337™ |825™
keuangan dalam laporan Sig. (2-tailed) .000 .001  [.000 .000 |.000 |000 |00OO [.000 [.000 .001 000 |000 |000 |.000
|keuangan pemerintah daerah N 120 120 120 (120 120 120 J120 [120 [120 ]120 120 120 [120 120 |120
SKPD mampu menyelesaikan Pearson Correlation [.946™ ]329™ [946™ |521™ |1 5107 |510™ [349™ |510™ |946™ [329™ |986™ [230" [207" |781™
laporan realisasi anggaran Sig. (2-tailed) .000 .000 [.000 [.000 .000 |.000 |[000 [000 [.000 .000 000 [012 023 |000
|tepat waktu N 120 1120 J120 120 120 120 J120  J120  [120 [120 120 120 [120 120 120
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SKPD mampu menyelesaikan Pearson Correlation |510™ [317™ |510™ ].993™ |510™ [1 1.0007.316™ [1.0007|.510™ |.317™ |517"" 377" |3617" [.842™
Jlaporan neraca tepat waktu  Sig. (2-tailed) .000 .000 [000 [000 [.000 .000 |.000 [.000 [.000 .000 000 |000 |000 |.000
N 120|120 [J120 J120 120 [120 j20 120 120|120 120 [120 [120 120 |120
Pearson Correlation |.510™ [317™ [510™ [993™ |510™ [1.000™[1 3167 [1.0007[510™ |317" |517" |3777 [361™ |842™
SKPD mampu menyelesaikan
Sig. (2-tailed) 000 |000 |000 000 000 (000 000 000 [000  [000 [000O 00O 00O 000
llaporan arus kas tepat waktu
N 120 120 J120 [120 f120 [120 [120 120 [120 [120 120 120 [120 [120 120
SKPD mampu menyelesaikan Pearson Correlation |.337" 987 |337™ |317™ [349™ |.316™ [316™ [1 3167|337 987 |348™ [229" [229" |596™
catatan atas laporan keuangan Sig. (2-tailed) .000 .000 [000 (000 [000 [.000 [.000 .000 [.000 .000 000 [012 |012 000
Jtepat waktu N 120 [120 J120 [120 f120 [120 [120 120 [120 [120 120 120 [120 [120 120
Informasi yang dihasilkandari Pearson Correlation |.510™ [317" [510™ |993™ |510™ [1.000™[1.0007[316™ [1 510|317 |5177 |3777 [3617 |.842™
laporan keuangan SKPD telah Sig. (2-tailed) 000 |000 |000 000 [000 [00O 00O |000 000 000 000 [00O |0OO 000
menggambarkan transaksi
yang seharusnya disajikan N 120 [120 [J120 J120 [120 f120 j20 f120 120|120 120 [120 [120 [120 [120
dalam laporan keuangan
Apabila dilakukan pengujian Pearson Correlation |1.000™ |.369™ [1.0007[482" |946™ |510™ |510™ |337"" |510™ |1 369" 1987 287" |265 [.803™
[terhadap laporan keuangan __Sia. (2-tailed) .000 .000 {000 {000 f000 000 000 000 [00O0 000 1000 1001 f003 (000
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Ilebih dari sekali oleh pihak
yang berbeda, hasilnya tetap

N 120  [120 |120 f120 J120 120 [120 [120 120 [120 120 (120 [120 [120 [120
|menunjukkan simpulan yang
tidak berbeda jauh
Informasi yang termuat dalam Pearson Correlation ].369™ [1.000™ [369™ [299™ |.329™ 317" [317"™ |987™ [317™ [369™ |1 354" | 257" [257" |608™
llaporan keuangan dapat Sig. (2-tailed) .000 .000 |.000 001 [OOO [000 |00O0 |000 [OOO [.000 .000 005 [005 [.000
dibandingkan dengan laporan

N 120 120 120 f120 120 120 f120 [120 120 [120 120 [120 [120 [120 [120
|keuangan periode sebelumnya
Laporan keuangan yang Pearson Correlation 987" [354™ [987™ [508™ |986™ |517™ |517™ |348™ (517" |987™ |354™ [1 262" | 240™ [803™
disusun oleh SKPD dapat Sig. (2-tailed) 000 [oo0 o000 f[o00 }000 000 |0OO 00O (000 |.000 .000 004 |008 [000
dijadikan tolak ukur dalam
penyusunan anggaran tahun N 120 120 120 f120 120 [120 f120 [120 120 f120 120 [120 [120 [120 [120
berikutnya
Informasi yang dihasilkan dari Pearson Correlation |.287"" [257 |[287™ [353™ |230" [377 |377™ |229" (377 |287™ 257" (262" |1 982" | 557"
|1aporan keuangan SKPD bebasSig. (2-tailed) 001 [oos |oo1 f[oo0 Jo012 [o000 [o00 012 [00O [o0O1 005|004 000 |.000
dari kesalahan yang bersifat

N 120 [120 120 f120 120 120 f120 120 120 f120 120 [120 [120 [120 [120
Imaterial
Informasi yang dihasilkan ~ Pearson Correlation |.265™ [257" [265™ [337™ |207" 361 |361™ |229" (361 |265™ 257" [240™ 982" |1 5417
dalam laporan keuangan Sig. (2-tailed) 003 [005 003 fooo 023 looo fooo loi2 looo [o003 005 (008 1000 000
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SKPD memenuhi kebutuhan
para pengguna laporan N 120|120 [J120 J120 120 f120 J20 [120 f120 [120 120 [120 [120 [120 |120
Jkeuangan

Pearson Correlation |.803™ |608™ [803™ |825™ 781 |.842™ [842™ [596™ |842™ |803™ [608™ [803™ 557 |541™ |1
X1 Sig. (2-tailed) 000 |000 |000 o000 [000 [000O Jooo 000 [000 [00O  |00O 00O [00O [00O

N 120|120 j120 120 fi2o0 [120 Ji20 120 [120 120 120 [120 [120 120 120

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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2. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Correlations

Al A2 A3 JML

Pearson Correlation 1| .7407| .6077| .902"
Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara ] )

Sig. (2-tailed) .000| .000 .000
terbuka melalui media massa

N 120 120 120 120
Memberikan kemudahan kepada para pengguna  Pearson Correlation | .740” 1| .623"| .887"
laporan keuangan dalam memperoleh informasi  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
tentang laporan keuangan daerah N 120 120 120 120

Pearson Correlation | .607" | .623" 1| .844”
Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan ] )

o ) Sig. (2-tailed) .000( .000 .000

daerah melalui internet (website)

N 120 120 120 120

Pearson Correlation | .902" | .887"| .844" 1
X2 Sig. (2-tailed) .000| .000] .000

N 120 120 120 120

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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3. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y)

Correlations

Pl1 Pl 2 Pl 3 Pl 4 Pl 5 Pl 6 Pl 7 Pl 8 PI9 | PI10 JML
Pearson Correlation 1| .459™| 5607 512 .419™| .735™| .735™| 1.0007| .153| .512" 856"
APBD disusun dengan ] .
o Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000| .095 .000 .000
pendekatan kinerja
N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Pemerintah menyampaikan Pearson Correlation | .459™ 1| .405™| .388™| .441™| .280™| .2807| .459™| .139| .388™ 601"
rancangan APBD kepada DPRD  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .002 .000| .130 .000 .000
untuk mendapatkan persetujuan N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Pendapatan daerah disetor Pearson Correlation | .560™| .405™ 1| .452™| 597 451™| 4517 560™| .173| .452™ 743"
sepenuhnya tepat pada waktunya Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000| .058 .000 .000
ke kas daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan
) ) ) N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan
Pelaporan keuangan daerah Pearson Correlation | .512""| .388™| .452" 1| .629™| .402"| .402™| .512"| -.066| 1.000 7577
dibuat dalam bentuk laporan Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000| .475 .000 .000
keuangan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan yang
) N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ditetapkan dengan peraturan
pemerintah
Ketersediaan sistem informasi ~ Pearson Correlation | .419™| .441™| .597"| .629™ 1| .329™| 329" .419™| .058| .629™ 707"
manajemen dan monitoring hasil  Sig, (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000] 532 000 000
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yang telah dicapai pemerintah
Laporan keuangan SKPD di
review oleh inspektorat sebelum
diserahkan kepada BPK
Laporan keuangan SKPD
disampaikan kepada BPK untuk

dilakukan pemeriksaan

Dilakukannya financial audit

terhadap laporan keuangan

daerah

Indikator hasil kinerja yang akan
dicapai di tetapkan dan telah

digunakan untuk mengevaluasi

pengelolaan APBD
Pengelolaan APBD

dipertanggungjawabkan kepada
otoritas yang lebih tinggi dan

kepada masyarakat luas

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

735

120
.000
120

*k

135

.000
120
1.000
.000
120
153
.095

120

*k

512

.000

120

*k

.856

.000
120

.280

.280

120

Sk

.002
120

Sk

.002
120

ok

459

.000
120
139
130

120

Kk

.388

.000

120

*k

.601

.000
120

.560

120

*k

451

.000
120

*k

451

.000
120

Kk

.000

120
173
.058

120

*k

452

.000

120

*k

743

.000
120

120
402"
.000
120
402"
.000
120

Kk

512

.000
120
-.066
475

120

1.000™
.000

120

*k

157
.000
120

329

.329

419

120

ok

.000
120

ok

.000
120

ok

.000
120
.058
532

120

*k

.629

.000

120

*k

707

.000
120

120

120
1.000™
.000
120

*k

735

.000
120
-.059
.523

120

Kk

402
.000

120

Kk

147
.000
120

120
1.000™
.000
120

120

*k

735

.000
120
-.059
523

120

*k

402
.000

120

*k

747
.000
120

735

735

120

*k

.000
120

*k

.000
120

120
153
.095

120

*k

512

.000

120

*k

.856

.000
120

120
-.059
523
120
-.059
.523
120

153

.095
120

120

-.066
475

120

*

.210
.021
120

402

402

512

120

Kk

.000
120

Kk

.000
120

Kk

.000
120
-.066
475

120

120

Kk

757

.000
120

.856

120

Kk

747

.000
120

Kk

747

.000
120

*k

.000
120

.210
.021

120

>k

157

.000

120

120

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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UJI RELIABILITAS

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Case Processing Summary

N %
Valid 120 100.0
Cases  Excluded® 0 .0
Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of ltems

.932

14

Item-Total Statistics

Scale Scale Corrected | Cronbach's
Mean if | Variance if | Item-Total Alpha if
Item Item Correlation Item
Deleted Deleted Deleted
Terdapat laporan realisasi anggaran dalam
) 49.04 37.671 .769 .925
laporan keuangan pemerintah daerah
Terdapat laporan neraca dalam laporan
) 48.57 39.071 .549 931
keuangan pemerintah daerah
Terdapat laporan arus kas dalam laporan
) 49.04 37.671 .769 .925
keuangan pemerintah daerah
Terdapat catatan atas laporan keuangan
) 48.94 35.501 .782 .924
dalam laporan keuangan pemerintah daerah
SKPD mampu menyelesaikan laporan
o 49.06 37.938 744 .926
realisasi anggaran tepat waktu
SKPD mampu menyelesaikan laporan neraca
48.93 35.357 .802 .923
tepat waktu
SKPD mampu menyelesaikan laporan arus
48.93 35.357 .802 .923
kas tepat waktu
SKPD mampu menyelesaikan catatan atas
48.58 39.204 .536 931
laporan keuangan tepat waktu
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Informasi yang dihasilkan dari laporan
keuangan SKPD telah menggambarkan
transaksi yang seharusnya disajikan dalam
laporan keuangan

Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan
keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan
simpulan yang tidak berbeda jauh

Informasi yang termuat dalam laporan
keuangan dapat dibandngkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya

Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD
dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam
penyusunan anggaran tahun berikutnya
Informasi yang dihasilkan dari laporan
keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang
bersifat material

Informasi yang dihasilkan dalam laporan
keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para

pengguna laporan keuangan

48.93

49.04

48.57

49.05

49.10

49.10

35.357

37.671

39.071

37.796

38.763

38.914

.802

769

.549

770

480

461

.923

925

931

.925

.934

.934
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Case Processing Summary

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

N %
Valid 120 100.0
Cases Excluded® 0 .0
Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

.847

Item-Total Statistics

Scale Scale Corrected | Cronbach's
Mean if | Variance if | Item-Total Alpha if
Item Item Correlation Item
Deleted Deleted Deleted
Laporan keuangan daerah dipublikasikan
) ] 7.47 3.932 743 .765
secara terbuka melalui media massa
Memberikan kemudahan kepada para
engguna laporan keuangan dalam
pengg p ) J 7.31 4.854 764 .752
memperoleh informasi tentang laporan
keuangan daerah
Masyarakat dapat mengakses laporan
N ) 7.29 4,797 .657 .839
keuangan daerah melalui internet (website)
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Penggunaan Informasi Keuangan Dae

rah (Y)

Case Processing Summary

N %
Valid 120 100.0
Cases Excluded® 0 .0
Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

.877

10

Item-Total Statistics

Scale Scale Corrected | Cronbach's
Mean if Variance if | ltem-Total | Alpha if Item
Item Item Correlation Deleted
Deleted Deleted
APBD disusun dengan pendekatan kinerja 36.44 12.383 .817 .852
Pemerintah menyampaikan rancangan
APBD kepada DPRD untuk mendapatkan 36.48 13.176 .504 .872
persetujuan
Pendapatan daerah disetor sepenuhnya
tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan didukung 36.38 11.986 053 802
dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan
Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam
bentuk laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan yang 3630 12212 680 859
ditetapkan dengan peraturan pemerintah
Ketersediaan sistem informasi manajemen
dan monitoring hasil yang telah dicapai 36.28 12.453 .618 .864
pemerintah
Laporan keuangan SKPD di review oleh
inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK 3652 12353 670 800
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Laporan keuangan SKPD disampaikan
kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan
Dilakukannya financial audit terhadap
laporan keuangan daerah

Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di
tetapkan dan telah digunakan untuk
mengevaluasi pengelolaan APBD
Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan
kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada

masyarakat luas

36.52

36.44

36.92

36.30

12.353

12.383

14.749

12.212

.670

.817

.058

.680

.860

.852

.906

.859
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UJI HIPOTESIS

1. Hasil Uji Parsial (Statistik T)

Coefficients?®

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 27.644 2.573 10.745 .000
Penyajian Laporan Keuangan
L Daerah (X1) 115 .047 193 2.468 015
Aksesibilitas Laporan
Keuangan (X2) .616 .100 483 6.174 .000
a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi Keuangan Daerah
2. Hasil Uji Simultan (Statistik F)
ANOVA?®
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 541.632 2 270.816 24.594 .000"
1 Residual 1288.360 117 11.012
Total 1829.992 119

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

3. Koefisien Determinan (R?)

Model Summary

Model

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

5442

.296

.284

3.318

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Daerah
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UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Penyajian Laporan Keuangan

120 42 70 52.68 6.580
Daerah (X1)
Aksesibilitas Laporan Keuangan

120 6 15 11.03 3.076
(X2)
Penggunaan Informasi

120 30 50 40.51 3.921
Keuangan Daerah (Y)
Valid N (listwise) 120
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1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN

Terdapat laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan pemerintah daerah

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 48 40.0 40.0 40.0
Setuju 67 55.8 55.8 95.8
Valid
Sangat Setuju 5 4.2 4.2 100.0
Total 120 100.0 100.0

Terdapat laporan neraca dalai

m laporan keuangan pemerintah daerah

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 13 10.8 10.8 10.8
Setuju 80 66.7 66.7 77.5
Valid
Sangat Setuju 27 22,5 22,5 100.0
Total 120 100.0 100.0

Terdapat laporan arus kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 48 40.0 40.0 40.0
Setuju 67 55.8 55.8 95.8
Valid
Sangat Setuju 5 4.2 4.2 100.0
Total 120 100.0 100.0

Terdapat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 55 45.8 45.8 45.8
Setuju 41 34.2 34.2 80.0
Valid
Sangat Setuju 24 20.0 20.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
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SKPD mampu menyelesaikan laporan realisasi anggaran tepat waktu

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 49 40.8 40.8 40.8
Setuju 67 55.8 55.8 96.7
Valid
Sangat Setuju 4 3.3 3.3 100.0
Total 120 100.0 100.0
SKPD mampu menyelesaikan laporan neraca tepat waktu
Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 54 45.0 45.0 45.0
Setuju 42 35.0 35.0 80.0
Valid
Sangat Setuju 24 20.0 20.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
SKPD mampu menyelesaikan laporan arus kas tepat waktu
Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 54 45.0 45.0 45.0
Setuju 42 35.0 35.0 80.0
Valid
Sangat Setuju 24 20.0 20.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
SKPD mampu menyelesaikan catatan atas laporan keuangan tepat waktu
Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 13 10.8 10.8 10.8
Setuju 81 67.5 67.5 78.3
Valid
Sangat Setuju 26 21.7 21.7 100.0
Total 120 100.0 100.0

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan transaksi

yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 54 45.0 45.0 45.0
Setuju 42 35.0 35.0 80.0
Valid
Sangat Setuju 24 20.0 20.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
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Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 48 40.0 40.0 40.0
Setuju 67 55.8 55.8 95.8
Valid
Sangat Setuju 5 4.2 4.2 100.0
Total 120 100.0 100.0

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 13 10.8 10.8 10.8
Setuju 80 66.7 66.7 77.5
Valid
Sangat Setuju 27 225 225 100.0
Total 120 100.0 100.0

Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam

penyusunan anggaran tahun berikutnya

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 48 40.0 40.0 40.0
Setuju 68 56.7 56.7 96.7
Valid
Sangat Setuju 4 3.3 3.3 100.0
Total 120 100.0 100.0

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat

material
Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Tidak Setuju 3 25 25 25
Ragu-ragu 54 45.0 45.0 47.5
Valid Setuju 53 44.2 44.2 91.7
Sangat Setuju 10 8.3 8.3 100.0
Total 120 100.0 100.0
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Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para

pengguna laporan keuangan

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Tidak Setuju 3 25 25 25
Ragu-ragu 54 45.0 45.0 47.5
Valid Setuju 53 44.2 44.2 91.7
Sangat Setuju 10 8.3 8.3 100.0

Total 120 100.0 100.0
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2. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju 9 7.5 7.5 7.5
Tidak Setuju 23 19.2 19.2 26.7
Ragu-ragu 15 12.5 12.5 39.2

Valid

Setuju 37 30.8 30.8 70.0
Sangat Setuju 36 30.0 30.0 100.0
Total 120 100.0 100.0

Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh

informasi tentan

laporan keuangan daerah

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Tidak Setuju 17 14.2 14.2 14.2
Ragu-ragu 35 29.2 29.2 43.3
Valid Setuju 32 26.7 26.7 70.0
Sangat Setuju 36 30.0 30.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju 3 25 25 25
Tidak Setuju 17 14.2 14.2 16.7
Ragu-ragu 30 25.0 25.0 41.7

Valid

Setuju 28 23.3 23.3 65.0
Sangat Setuju 42 35.0 35.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
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3. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y)

APBD disusun dengan pendekatan kinerja

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 10 8.3 8.3 8.3
Setuju 92 76.7 76.7 85.0
Valid
Sangat Setuju 18 15.0 15.0 100.0
Total 120 100.0 100.0

Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan

persetujuan

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 15 12.5 12.5 12.5
Setuju 87 72.5 72.5 85.0
Valid
Sangat Setuju 18 15.0 15.0 100.0
Total 120 100.0 100.0

Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 19 15.8 15.8 15.8
Setuju 67 55.8 55.8 71.7
Valid
Sangat Setuju 34 28.3 28.3 100.0
Total 120 100.0 100.0

Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 11 9.2 9.2 9.2
Setuju 73 60.8 60.8 70.0
Valid
Sangat Setuju 36 30.0 30.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
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Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai

pemerintah
Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 10 8.3 8.3 8.3
Setuju 72 60.0 60.0 68.3
Valid
Sangat Setuju 38 31.7 31.7 100.0
Total 120 100.0 100.0

Laporan keuangan SKPD di review ol

eh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 20 16.7 16.7 16.7
Setuju 81 67.5 67.5 84.2
Valid
Sangat Setuju 19 15.8 15.8 100.0
Total 120 100.0 100.0

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 20 16.7 16.7 16.7
Setuju 81 67.5 67.5 84.2
Valid
Sangat Setuju 19 15.8 15.8 100.0
Total 120 100.0 100.0
Dilakukannya financial audit terhadap laporan keuangan daerah
Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 10 8.3 8.3 8.3
Setuju 92 76.7 76.7 85.0
Valid
Sangat Setuju 18 15.0 15.0 100.0
Total 120 100.0 100.0

Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk

mengevaluasi pengelolaan APBD

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 56 46.7 46.7 46.7
Setuju 57 47.5 47.5 94.2
Valid
Sangat Setuju 7 5.8 5.8 100.0
Total 120 100.0 100.0
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Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada

masyarakat luas

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Ragu-ragu 11 9.2 9.2 9.2
Setuju 73 60.8 60.8 70.0
Valid
Sangat Setuju 36 30.0 30.0 100.0
Total 120 100.0 100.0
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